
 
 

 
 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN  BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 2 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN  

DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS 

PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan 

organisasi pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap 
kewenangan pemberian Rekomendasi terhadap Izin 

Mendirikan Bangunan dan Izin Usaha Peternakan/ 
Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan 

kembali atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 
5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di 
bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

 

Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007    Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 
 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

SALINAN 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan   Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang         
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman 

Modal; 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

 

9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala 
Badan  Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; 

Nomor M.HH-08. AH.01.01.2009; Nomor 60/M-
DAG/PER/12/ 200; Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk 

Memulai Usaha; 
 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
18 Tahun 2011 tentang Jenis Kegiatan Usaha 

Masyarakat Yang Wajib Memperoleh Izin Pemerintah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 18); 
 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 
2016 Nomor 12); 
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12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas 
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 
Nomor 47); 

 
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 

2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5 
TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI 
BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA 

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN HULU SUNGAI 
UTARA. 
 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non 
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 
2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan 
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 46), diubah sebagai berikut: 

1. Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), 

yakni jenis perizinan pada angka 1 sektor Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang, angka 6 sektor Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan angka 14 

sektor Pertanian dan Peternakan, diubah sebagai berikut: 

 

NO SEKTOR JENIS IZIN DAN NON IZIN 
YANG MENANDA- 

TANGANI 

1. Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan 

Ruang  
 

a. Izin Prinsip/Pemanfaatan Ruang; 

b. Izin Usaha Jasa Konstruksi; 
c. Izin Mendirikan Bangunan 

(khusus wilayah Kelurahan 
Amuntai Tengah) 

 

Bupati  

Kepala Dinas 
sda 

6. Perumahan,  a. Izin Pembangunan dan Bupati 
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NO SEKTOR JENIS IZIN DAN NON IZIN 
YANG MENANDA- 

TANGANI 

Kawasan 
Pemukiman  

Pengembangan Perumahan; 
b. Izin Reklame;  

c. Dihapus. 
 

 
Kepala Dinas 

- 
 

14. Pertanian dan 
Peternakan 

a. Izin Usaha Peternakan Skala 
Besar; 

b. Izin Penggilingan Padi;  
c. Izin Penggilingan Tepung; 
d. Izin Usaha Penggilingan Daging; 

e. Izin Rumah Potong Hewan 
dan/atau Penjualan Daging;  

f. Izin Usaha Pertanian;  

g. Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit 
Ternak dan Pakan, Fasilitas 

Pemeliharaan Hewan, Rumah 
Sakit Hewan / Pasar Hewan;  

h. Izin Usaha Pengecer (Toko, 

Retail, Sub Distributor) Pertanian 
dan Obat Hewan;  

i. Izin Praktik Dokter Hewan 
j. Izin Usaha Ternak/Sarang 

Burung Walet 

 

Bupati 
Kepala Dinas  

sda 
sda 
sda 

 
sda 
sda 

 
 

 
sda 
 

 
sda 

sda 
sda 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara. 

 
Ditetapkan di Amuntai 
pada tanggal 15 Januari 2018   

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
   CAP / TTD 
 

    H. ABDUL WAHID HK 
Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal 15 Januari 2018  

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

      HULU SUNGAI UTARA, 
 
  CAP / TTD 

 
           H. S U Y A D I  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN  HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2018 NOMOR 2.  


